
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

l _ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi 

Lape ran Pertanggungjawaban Tahunan PD. Badan Kredit 
Kecamatan Sidorejo Tahun 2016; 

Sidorejo Kota Salatiga Nomor 70/BKK/III/2017 tentang 

Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah, Laporan 
Pertanggungjawaban Tahunan disusun dan disampaikan 
Direksi kepada W alikota guna mendapatkan pengesahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Pengesahan Keputusan Direktur PD. BKK 

Tahun 2014 tentang Pedornan Pengelolaan Perusahaan Daerah 

a. bahwa Laporan Pertanggungjawaban Tahunan PD. BKK 
Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2016 telah diaudit oleh Akunt.an 
Publik Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji clan rekan 
sebagaimana tertuang dalam surat tanggal 27 Februari 2017 
Nomor !G{SPS/ML-05/III/2016 hal Management Letter dan 
telah disetujui dalam Rapat Umurn Pemegang Saham 
(RUPS) PD. BPR BKK dan PD. BKK se-Jawa Tengah tentang 
Pengesahan Perhitungan Hasil Usaha Tahun 2016 dan 
Pembagian Deviden Tahun 2017 pada tanggal 18 April 2017; 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan 
Pasal 162 ayat (1) Peraturan Gubemur Jawa Tengan Nomor 13 

WALIKOTA SALA.TIGA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TENTANG 
PENGESAHAN KEPUTUSAN Dii<EKTUi< PD. HKK SiD0Ki£JO KOTA SALATiGA 

N0M01< 70/HKK/111/2017 TENT.ANG LAP01<l\.N PEl<TANGGUNGJAWAHAN 
TAHUNAN PD. BADAN KREDIT !(ECAMATAN SIDOREJO TAHUN 2016 

NOMOR IL{ TAHU.iµ ;wq. 
PERATURA.N WALIKOTA SALATIGA 

WALIKOTA SALATIGA 
PROVINS! JAWA TENGAH 



Nornor 22); 

dan Anggaran Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan 
Sidorejo Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 

Salatiga Kota Sidorejo Kredit 

Tahun 20i6 Nomor :3); 
9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 22 Tahun 2016 tentang 

p,,.....,n,,.,,,.,.h<C>Y'\ PPTo+,,ToY'\ Direktur p,,.,..,,Q<C>h<C>OY'\ Daerah Badan 
..&. V.i..i.f:,VU"-A..&..i.L4..L..&. ..&. '-"'.i.(.A.L'"'"'-..&.L4-L.i. ,.;..&...&. .I. .i. .L V.i. \,,.4Vf...A....l,...&.LA.."-A..&..i. ~ .I. ~ .i. 

Badan Kredit Kecamatan 
Daerah Kota Salatiga 

Daerah 
(Berita 

Perusahaan 
Tahun 2016 

Anggaran 
Sidorejo 

7. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga 
Tahun 20i0 Nomor 42); 

8. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Peratur n Walikota tentang Pengesahan Peraturan Direktur 
Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo Kota 
S .... 1 .... +;,.. .... l\T.-,.....-- ....... 040 /DVV /VTT '2", c::: tentanz Rencana v .ori.-. ...t ........ Gl....1.0..LJ..fi;;O.. .1.,uJ..J....1.UJ.. .&.. • ..LJJ..1j.1.../ L~J.J V.J.U L\., J.. GU.. b J.~\.... .1.\.., .1.0.. J.1...\...J.._1a.. \..LCU..1. 

Badan Kredit Kecamatan Sidorejo dan Perseroan Terbatas 
Bank Pembangunan Daerah Ja,:tla Tengah [Lembaran Daerah 
Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 11); 

6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan 
Daerah Kora Salatiga, Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan 
Promosi Pembangunan Jawa 'I'engah, Perusahaan Daerah 

Provinsi .Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 13); 
Kredit Kecamatan di Provinsi Ja\x.ra Tengah [Berita Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3500}; 

5. Peraturan Guberrrur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan 

Semarang II Daerah Kabupaten dan 
!(otamadya Daerah Batas Perubahan 

4. Peraturan Pemerintah N omor 69 Tarrun 1992 ten tang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik indonesia Nomor 5679); 

2015 Tahun 9 Nomor dengan 

:3. Undang-Undang Nomor 2:3 Tahun 20i4 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 
Nomor l'Jc:; Tarnb ahan I ernba .. .,,.., 1\1..,rr<>r<> D""puhla~ J..,,..jO..,""Sl." 1',v .l..1.V.1. 6,,1\J) .l. .I. .i..i. .J...iV..i...i...1. vLi.(A...i..i. .i.'4'-'t)~""'- .1.',,V V ..1,..1.~ .l..l..i.Y. .l..l.V L4. 

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 



BER!TA DAERI\H KOTA SALATIGA TAHUN ~\'.+ NOMOR \ \..{ 

f 

Ditetapkan di Salatiga 
pada tan 3 \ t'f\tt 2.0l'} 

WALTKOTA S LATTGA, ~ 
.,.;,, 

Diundangkan di Salatiga 
pada tanggal > l ft\(i .?.o(l· 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Saiatiga. 

Peratu 111 •. 1:1K,-.t-.-. : •• 1· ,.-.: l-...=-. 1.-.,Tii .. oada tanzzal ..-1:, •• -.rl.- .• --.r.1,.-..- . .1. '-' Q.l..UJ.C:U.J. VVC::U...1 ULGl. J..l.1. J.J...lUJ.Q.J. U\.,J.J.a...n..U }J U.Q. LC:U. 5E,(.,,U. U.I.UJ..lUC::U..J.5.0...GlJ...lo 

Pasal 2 

Tahun 2016. 

Salatiga Kota Sidorejo (PD.BKK) Kredit Kecamatan 
Tahun 2016. 

(3) Laporan Pertanggungjawaban Tahunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), merupakan laporan kinerja Perusahaan Daerah 
Badan Kredit Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

(2) Laporan Pertanggungjawaban Tahunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), terdiri dari: 
a. Laporan Laba ~ugi Perusahaan Daerah Hadan Kredit 

Kecamatan (PD.BKK) Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2016; dan 
b. Laporan Neraca Akhir Tahun 2016 Perusahaan Daerah Badan 

Pertanggungjawaban Tahunan PD. Badan Kredit Kecamatan 
Sidorejo Tahun 2016. sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Laporan ten tang 
BKK Sidorejo Kota 

Pasai i 
iviengesahkan Keputusan Direktur PD. 
Salatiga Nemer 7D/Bl(K/lH/2Dl7 

( l) 

NOiviOR 70/BKK/III/2017 TENTANG LAPORAN 
PERTANGGUNGJA\llt\Bi\.N TAHUN.A .. N PD. BADAN KREDIT 
KF'.('J\ M J\TJ\ N ~::nnoR~.JO Tl\ UTIN ')() 1 h. 

SALATTGA KOTA STDORE.JO RKK PD. DTREKTUR 

IvIEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN W ALIKOTA TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN 


